
 
 

 

 
 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 61 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RUMAH  

SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL  
DAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL 

PADA MASA TRANSISI TAHUN ANGGARAN 2021 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KENDAL, 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka menghindari stagnasi 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan adanya 

pengangkatan pejabat baru pada Rumah Sakit Umum 

Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dan 
Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal pada masa 

transisi Tahun Anggaran 2021 yang menyebabkan 

ketidakselarasan kelembagaan dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Pedoman 

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dan 

Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal pada Masa 

Transisi Tahun Anggaran 2021; 

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dan 
Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal pada Masa 

Transisi Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan  

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor  2757); 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi 

Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan 

Daerah Istimewa Yogyakarta; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
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Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);  

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 
Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Nomor 157); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal 
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Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 200); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8); 

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 57). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. SOEWONDO 
KABUPATEN KENDAL DAN INSPEKTORAT DAERAH 

KABUPATEN KENDAL PADA MASA TRANSISI TAHUN 

ANGGARAN 2021. 

 
Pasal 1 

 

(1) Dengan dilaksanakannya pengangkatan pejabat baru 

sesuai ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. 

Soewondo Kelas B Kabupaten Kendal, maka 

pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten 

Kendal Tahun Anggaran 2021 berlaku dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tetap mengacu 
pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 

8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 

Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021; dan 

b. Dalam hal terjadi kekurangan hak Aparatur Sipil 
Negara, maka akan dipenuhi dan dianggarkan 

pada Tahun Anggaran 2022. 

(2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai tugas dan 

fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo 
Kabupaten Kendal sesuai Peraturan Bupati Kendal 

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan, 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
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serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. 
Soewondo Kelas B Kabupaten Kendal berlaku mulai 

pada tanggal 1 Januari 2022. 

(3) Dengan adanya pengangkatan pejabat baru 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
penyusunan anggaran sesuai dengan Peraturan 

Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit 
Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kelas B Kabupaten 

Kendal dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

 
Pasal 2 

 

(1) Dengan dilaksanakannya pengangkatan pejabat baru 

ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Inspekorat Daerah Kabupaten Kendal, maka 
pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Inspektorat 

Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 

berlaku dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tetap mengacu 

pada Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 
Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021; dan 

b. Pemenuhan kekurangan hak Aparatur Sipil Negara 

akan dipenuhi pada Tahun Anggaran 2022. 

(2) Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai tugas dan 

fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sesuai 

Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Inspekorat Daerah 

Kabupaten Kendal berlaku mulai pada tanggal 1 

Januari 2022. 

(3) Dengan adanya pengangkatan pejabat baru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

penyusunan anggaran sesuai dengan Peraturan 

Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Inspekorat Daerah Kabupaten 

Kendal dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 
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Pasal 3 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 
 

Ditetapkan di Kendal 

pada tanggal 1 Nopember 2021 

BUPATI KENDAL, 
 

cap tdd 
 

DICO M GANINDUTO 
 

Diundangkan di Kendal 

pada tanggal  1 Nopember 2021 
                  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

 

cap ttd 
 

MOH TOHA 
 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 61 
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